Menimbang

Mengingat

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 2  TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN

RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengalokasian
dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 :
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 13,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 49 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang
Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan
Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
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Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahu
2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 1);

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 19);

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Selatan
(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 37);
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 9);

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Kewajiban Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2021 Nomor 28);

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 24);

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 35 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 35);
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026
(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelanggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya
disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Peberdayaan
Masyarakat dan Desa.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yang
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Selatan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan
Bidang Keuangan dan Aset.

Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang
mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten
Barito Selatan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat
APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang
bertugas melakukan pengawasan internal untuk memastikan
penyelenggaraan tugas, fungsi, dan pengelolaan keuangan negara
berjalan tertib, efisien, efektif, dan sesuai aturan.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyarawatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau
yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.
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Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat
BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan
program jaminan social.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat
oleh BPD bersama Kepala Desa.

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Sisa Lebih Perhitungan Angaran yang selanjutnya disebut SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama 1 (satu) periode anggaran.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening
tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung
seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Surat pertanggungjawaban selanjutnya disebut SPJ adalah bukti
surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi
pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan /atau hasil
realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.

Surat perintah pencairan dana selanjutnya disebut SP2D adalah
surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang
ditunjuk setelah surat permintaan membayar diterima.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang
berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang
ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain uang dipersamakan.
Iuran Jaminan Sosial Kesehatan adalah sejumlah uang yang
dibayarkan secara teratur oleh Peserta, dan /atau Pemerintah
Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.

luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah biaya vang harus
dibayarkan oleh perusahaan/pemberi kerja dan karyawan yang
menjadi peserta program Jaminan Ketenagakerjaan.
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Pasal 2

(1) ADD bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa

(4)

untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang
berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat.

ADD diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan :

a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;

b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di
tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;

c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya
dalam rangka mewujudkan peningkatan kehidupan sosial
kemasyarakatan;

e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan

g mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong
masyarakat.

Pasal 3
Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan

keuangan Desa.

ADD merupakan pendapatan Desa yang harus dikelola dan
dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBDesa sebagai
penerimaan ataupun dana transfer dari Pemerintah Daerah.

Pengelolaan ADD dilakukan secara transfaran, akuntabel, efektif, efisien,
dan ekonomis.

Seluruh  kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus dapat
dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB 11
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

i I e N I« S

tata cara perhitungan;
pengalokasian;

penyaluran ADD;

penggunaan;

pembinaan dan pengawasan; dan
pelaporan dan pertanggungjawaban.
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BAB 1II
TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam APBD Tahun Anggaran
2026.

(2) Dalam hal terdapat perubahan besaran penerimaan dana perimbangan
yang diterima Daerah, pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan dalam
APBD dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2026 dialokasikan secara

merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi proporsional yaitu dihitung berdasarkan jumlah Kepala Desa,
Perangkat Desa dan jumlah BPD; dan

b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk
desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan kesulitan geografis/
tingkat keterjangkauan desa dengan bobot :

25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk desa;

35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan desa;

10 % (sepuluh persen) untuk luas wilayah desa; dan

30% (tiga puluh persen) kesulitan geografis/Tingkat keterjangkauan

desa.

g o'p

Pasal 7

Alokasi Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a, dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan untuk Siltap dan
tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa serta kebutuhan untuk
tunjangan kedudukan BPD setiap Desa.

Pasal 8

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dihitung
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan indeks kesulitan geografis Desa yang bersumber dari kementerian
yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik.

(2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

ADD Daerah = Alokasi Proporsional + AF
AF = ADD Daerah - Alokasi Proporsional

AF =[(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)]



(1)

(2)

Alokasi Proporsional

Keterangan:

AF = Alokasi Formula setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk
Desa Daerah.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa Daerah.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa
Daerah.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Daerah.

ADD Daerah = pagu ADD Daerah.

total besaran kebutuhan siltap dan tunjangan
untuk kepala desa dan perangkat desa serta
tunjangan kedudukan BPD setiap desa.

BAB IV
PENGALOKASIAN
Pasal 9

Jumlah Desa di Daerah yang akan menerima ADD berjumlah 86 (delapan
puluh enam) Desa.

Pagu ADD Tahun Anggaran 2026 untuk Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berjumlah Rp. 44.077.235.450,- (Empat puluh empat
miliyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus
lima puluh rupiah).

Pengalokasian ADD untuk tiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 10

Penyaluran dana ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD
ke RKD.

Pemindahbukuan dilakukan setelah BPKAD menerbitkan SP2D
berdasarkan SPP dan SPM yang diajukan oleh DPMD.

DPMD menerbitkan SPP dan SPM setelah berkas permohonan diterima
secara lengkap.

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada Bupati
melalui Camat selaku penanggungjawab Pendamping Kecamatan.

Camat menerbitkan rekomendasi penyaluran ADD dan menyampaikan
kepada Bupati melalui DPMD.
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Pasal 11

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) paling cepat bulan
Januari dan paling lambat bulan Mei; dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan
Agustus dan paling lambat bulan Nopember.

Penyaluran ADD sebagaimana ayat (1) dilakukan setelah Bupati melalui
DPMD menerima persyaratan sebagai berikut :

a. tahapl:
1. rekomendasi Camat;
2. Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran APBDes;
3. laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun sebelumya
yang sudah menjadi Peraturan Desa;
4. permohonan penyaluran ADD Tahap I dari kepala Desa;
S.surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari kepala Desa
(bermaterai Rp.10.000).
6. laporan data aset Desa sampai dengan tahun 2025.
b. tahapII:
1. rekomendasi Camat;
2. laporan realisasi pelaksanaan ADD tahap I yang diambil dari hasil
cetakan aplikasi Siskeudes;
3. permohonan penyaluran ADD tahap II dari kepala Desa;
4. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari kepala Desa
(bermaterai Rp.10.000);

Format Surat Permohonan Pengajuan Penyaluran ADD Dari Kepala Desa
Kepada Bupati melalui Camat, Format Rekomendasi hasil Verifikasi dari
Camat, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Dalam hal pemerintah Desa meminta rekomendasi Camat untuk
pengajuan ADD di bulan September tahun 2026 diberikan syarat
tambahan berupa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
Anggaran berikutnya yang sudah menjadi Peraturan Desa.

Dalam hal pemerintah Desa meminta rekomendasi Camat untuk
pengajuan ADD di bulan Desember Tahun 2026 diberikan syarat
tambahan berupa Rancangan APBDes Tahun 2027 yang sudah dibahas
dan disepakati dengan BPD.

Persyaratan penyaluran ADD disampaikan oleh kepala Desa kepada
Camat untuk diverifikasi, selanjutnya persyaratan tersebut beserta hasil
verifikasi Camat berupa Rekomendasi disampaikan ke DPMD untuk
divalidasi.

Camat wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan
pengajuan penyaluran ADD yang disampaikan oleh Kepala Desa per
tahapan sebelum memberikan Surat Pengantar dan Rekomendasi serta
meneruskan pengajuan penyaluran ADD kepada Bupati melalui DPMD.
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DPMD melakukan validasi dokumen permohonan penyaluran ADD
untuk penerbitan SPP dan SPM dan diteruskan kepada BPKAD.

BPKAD selanjutnya menerbitkan SP2D untuk menyalurkan ADD ke
Rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Pasal 12

Camat wajib menunda memberikan Rekomendasi Pencairan ADD

sebagaimana dimaksud dala Pasal 11 ayat (2), jika terdapat Desa yang:

a. belum membuat Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sesuai
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, atas seluruh transaksi
belanja di APBDes tahun sebelumnya maupun tahun berjalan;
dan/atau

b. belum melengkapi dokumen administrasi pengajuan;

Camat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a

dengan cara:

a. meminta dokumen pertanggungjawaban keuangan Desa yang telah
melalui tahap verifikasi di tingkat Desa oleh Sekretaris Desa; dan

b. memastikan kesesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dengan
laporan realisasi pertanggungjawaban ADD yang diajukan kepala Desa
serta kesesuaian dengan penataausahaan di aplikasi Siskeudes.

Selama melakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Camat melakukan pembinaan dan memfasilitasi Pemerintah Desa agar
dokumen pertanggungjawaban keuangan desa dan kelengkapan
Dokumen Persyaratan Pengajuan ADD dapat terpenuhi.

Pemerintah Desa wajib menyimpan dan memelihara asli Dokumen
Pertanggungjawaban Keuangan dan dokumen administrasi pengajuan
serta menyampaikan salinan kepada Camat.

Bupati melalui Camat menunda memberikan rekomendasi penyaluran

ADD dalam hal sebagai berikut:

a. dokumen persyaratan pengajuan tidak diterima sesuai dengan batas
waktu yang ditentukan;

b. setelah melalui tahapan verifikasi dokumen persyaratan dinyatakan
belum memenuhi ketentuan yang berlaku; dan/atau

c. terdapat rekomendasi dari Inspektorat Daerah atau aparat Penegak
hukum yang melaksanakan pemeriksaan.

Dalam hal penyaluran ADD melewati batas waktu pengajuan SPM, ADD
tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa anggaran pada RKUD serta tidak
dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

Ketentuan penyaluran ADD sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 11
dikecualikan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan BPD.

Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat
Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap
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bulan paling cepat tanggal 25 setiap bulan berdasarkan permohonan dari
Kepala Desa.

(3) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat
Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui
rekening pribadi tiap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD setelah
DPMD menerima persyaratan sebagai berikut :

a. surat pengantar dari Camat;

b. surat permohonan pengajuan penghasilan tetap dan tunjangan
Pemerintah Desa dari kepala Desa;

Cc. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Kepala Desa (bermaterai
Rp.10.000,-);

d. daftar pengajuan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah Desa
yang memuat nama, jabatan, jumlah Siltap dan Tunjangan, nomor
rekening masing-masing dan nomor rekening Desa diketahui Camat;

e. daftar hadir/ absensi Pemerintah Desa setiap bulan.

(4) Dalam hal terdapat perubahan data Perangkat Desa, Kepala Desa wajib
menyampaikan dokumen administrasi pengangkatan dan /atau
pemberhentian Perangkat Desa yang telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan kepada DPMD.

Pasal 14

(1) luran Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan.

(2) Iuran Jaminan Sosial Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan :
a. 4% (empat perseratus) dibayar oleh pemberi kerja; dan
b. 1% (satu perseratus) dibayar oleh peserta.

(3) Bendahara pengeluaran DPMD melakukan pemotongan Iuran Jaminan
Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dari
alokasi anggaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan yang
bersumber dari APBD Daerah.

(4) Bendahara Pengeluaran DPMD melakukan Penyetoran Iuran Jaminan
Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a melalui
rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

(5) BPKAD melakukan pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari penghasilan tetap dan
tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa yang diterima setiap bulan.

(6) Pemotongan Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD tiap
Desa.

(7) BPKAD melakukan penyetoran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b kepada BPJS Kesehatan
berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari
ADD tiap Desa melalui rekening BPJS Kesehatan.

(8) Turan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibayar dengan ketentuan :
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a. 0,24 % dari upah yang diterima untuk program Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) dengan tingkat resiko rendah.

b. 0,3 % dari upah yang diterima untuk program Jaminan Kematian
(JKM).

c. 3 % dari upah yang diterima untuk program Jaminan Pensiun (JP).

d. 5,7 % dari upah yang diterima untuk program Jaminan Hari Tua (J HT)

(9) Penganggaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana

(10)

(3)

(1)

dimaksud pada ayat (8) dianggarkan dalam APBDes vang bersumber dari
ADD.

Penyetoran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Desa
secara kolektif melalui rekening BPJS ketenagakerjaan.

BAB VI
PENGGUNAAN
Pasal 15

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk
membiayai:

a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan pembangunan Desa;

c. pembinaan kemasyarakatan Desa;

d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan
untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa,
Operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD,
insentif/operasional RT/RW ,lembaga Desa, dan pelaksanaan kegiatan
lainnya dibidang pemerintahan desa dan pembinaan kemasyaratan.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan
dilaksanakan secara padat karya tunai dengan mengutamakan sumber
daya dan atau bahan baku lokal.

Pasal 16

Pembayaran honorarium atas jasa kesatuan perlindungan masyarakat,
jasa petugas perpustakaan desa, jasa petugas pengurus aset desa dan
staf desa dapat bersumber dari ADD, setelah Kepala Desa
memprioritaskan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15.

Besaran honorarium atas jasa kesatuan perlindungan masyarakat, jasa
petugas perpustakaan desa, jasa petugas pengurus aset desa dan staf
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa, berdasarkan harga perkiraan sendiri sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan
Desa.
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Pasal 17

Pengelolaan ADD dilaksanakan terhitung mulai 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2026.

Pasal 18

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD, meliputi:

a. pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan
pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk
pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa;

b. pertanggungjawaban dibuat setiap tahapan penyaluran ADD Tahun
Anggaran 2025, meliputi tahap I sebesar 60% (enam puluh persen);
dan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen);

c. Pertanggungjawaban ADD dibuat dalam bentuk dokumen SPJ yang
dibuat terpisah dari dokumen permohonan penyaluran ADD;

d. SPJ meliputi Buku Kas Umum, kuitansi, bukti pendukung transaksi
yang lengkap dan sah;

e. Buku Kas Umum mencatat semua transaksi yang diberi nomor urut
transaksi yang jelas setiap transaksi yang tercatat dalam Buku Kas
Umum dilampiri dengan bukti kuitansi yang diberi nomor urut sesuai
nomor urut transaksi dalam Buku Kas Umum; dan

f. setiap kuitansi pengeluaran harus dilengkapi dengan bukti
pendukung.

(2) SPJ merupakan dokumen yang sudah diverifikasi di Desa sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Desa wajib menyimpan dokumen SPJ ADD yang asli menurut tahapan
penyaluran setiap tahun dan menyampaikan salinan SPJ ADD kepada
Camat.

(4) Camat berkewajiban mendokumentasikan salinan data tiap tahapan
penyaluran.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

(1) Pembinaan dilakukan oleh Bupati melalui DPMD dan Camat serta
instansi teknis terkait lainnya.

(2) Pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui APIP / Inspektorat Daerah,
Camat, BPD dan Masyarakat Desa.

(3) Dalam hal hasil pengawasan APIP/ Inspektorat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan
ADD, maka pengembalian kerugian disetorkan ke RKD.

(4) Hasil setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dianggarkan
kembali melalui APBDesa Perubahan tahun berjalan atau dijadikan
sebagai SiLPA Tahun Anggaran berikutnya.
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Pasal 20

(1) Bupati melalui DPMD bersama Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data
kumulatif sisa ADD Tahun 2025 di RKD paling lambat minggu keempat
bulan Maret 2026.

(2) Dalam hal setelah hasil rekonsiliasi terdapat SiLPA ADD, maka Kepala
Desa wajib menyetorkan dana tersebut ke RKD.

(3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk ADD Tahun
2025 maupun ADD Tahun 2024 yang disalurkan di Tahun 2025.

(4) Penyetoran SiLPA ADD ke RKD dilakukan paling lambat minggu keempat
bulan Maret 2026.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 21

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD di wilayahnya.

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester
pertama kepada Bupati melalui Camat. '

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
b. laporan realisasi kegiatan;

(4) Kepala Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2)
kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli
tahun berjalan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 22

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB
Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

a. laporan keuangan, terdiri atas:
1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.

b. laporan realisasi kegiatan; dan

c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang
masuk ke desa.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Ditetapkan di Buntok

Diundangkan di Buntok
pada tanggal . 10 Marel 2026

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 2
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BENTUK DAN ISI DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD DARI KEPALA
DESA KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

KECAMATAN ..ccovcucnverrcincnnes
DESA........ AR
BIATHEL Soivnsini st omsarmssg s o s sy
Desa...... } T
Nomor
Lampiran
Perihal : Permohonan rekomendasi
penyaluran Alokasi Dana Desa
Tahap... Tahun Anggaran 2026
Kepada
Yth. Bupati Barito Selatan
Cq. Camat
di—
Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan

Nomor.....Tahun..... tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa
Setiap Desa Tahun 2026, dengan ini disampaikan permohonan

penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2026 Tahap ....... (....%)
Tahun 2026 Desa........... Kecamatan........ Kabupaten Barito Selatan
sebesap. -Rpu.r<iih. (R e i W )  untuk  membiayai
kegiatan yang tercantum dalam APBDes Tahun 2026 sebagai
berikut:

L. Kegiatah ... daswvisnkl il sebesar Rp.............. (cere )

2. Kegiatan .. qo..ovmamas s sebesar Rp............ (e )

3. Dst

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan persyaratan
permohonan penyaluran ADD Tahap........ Tahun 2026 sebagai
berikut:

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan
dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Desa.........

(nama)



B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN ..iocvivieiinnnnenne

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
NOMOR : / /2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
Jabatan : Kepala DEA....... conevansrisssngsmes simysssss
Alamat JFS T 1 vem——— Desa.......... Kecamatan........... Kabupaten Barito

Selatan.

dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap
kebenaran penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban penatausahaan
pengelolaan dana desa yang lengkap dan sah.

Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan terhadap penggunaan Alokasi
Dana Desa (ADD),Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Dana Bagi Hasil
Retribusi Daerah (BHRD) serta laporan pertanggungjawaban penatausahaan
sebagaimana tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian negara, maka

saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu

syarat penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap.... Tahun 2026.

.................... , tanggal/bulan/tahun
KEPALA DESA...........

Materai

Rp. 10.000,-

(Nama)



C. FORMAT REKOMENDASI CAMAT PENYALURAN ADD PERTAHAPAN/ SILTAP
| N} < TR 2026.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN ..ccciitentennrsnrenssncenssossnsensonsocaes
JAIERL oo resiosinsimassiniinss NOMIOT o ovscvmvvimonsmasrse Telp coeevenennnns

Nomor

Lampiran

Perihal : Permohonan rekomendasi
penyaluran Alokasi Dana Desa
Tahap... [SILTAP Ub. ...
Tahun Anggaran 2026

Kepada

Yth. Bupati Barito Selatan
Cq. Kepala DPMD Kab. Barito
Selatan.

di Buntok.

Sehubungan dengan Surat Kepala Desa.............. Nomor ....... Tahpgali. s
Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)/SILTAP
Vbl cevmanseses Tahun Anggaran 2026, maka bersama ini kami sampaikan Surat
Rekomendasi Penyaluran sebagai berikut :

Jumlah yang Keterangan

No. Uraian disalurkan ke RKD

ADD TAHAP

SILTAP Ub. %ixe 2026

JUMLAH e

Berkenaan dengan dokumen persyaratan yang terlampir dalam surat
permohonan diatas, setelah kami verifikasi sudah lengkap dan memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi bahan proses selanjutnya dan terima kasih.



D. Permohonan Pengajuan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa, dan BPD.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN ..cccoeceeeiencancens

DESA ..cossscsmonsernns

ABHAT 1 s imissims sogmmaasssvnpsrmenssansyy
Kepada

Nomor <P —— Yth. Bupati Barito Selatan
Lampiran 1 (satu] berkas Cq Camat .............
Perihal : Permohonan Pengajuan a

Penghasilan Tetap Pemerintah

Desa, dan Tunjangan BPD.

TEMPAT

Bersama ini disampaikan dengan hormat, Surat Pengajuan
Penghasilan Tetap Pemerintah Desa, Tunjangan BPD dan BPJS
Whisad dsmmniiites Desi & .1....7 B9 Kecamatan ..........c.ceeeees Tahun

Denagn Rincian :
1. Siltap Kepala Desa dan Perangkat o, (¢ PR

2. Tunjangan BPD NRP. .ehdeosirinsaiiiee
Total 4 54 s NI SO

Demukian disampaikan untuk bahan selanjutnya, terima kasih.

KEPALA DESA...........

(Nama)



E. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN ..........

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama L ieseE et e e

Jabatan : Kepala Desa ...... Kecamatan.....Kabupaten Barito Selatan

Alamat e T T T T

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1.

Perhitungan yang terdapat pada daftar pengajuan penghasilan tetap Kepala
Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan BPD telah dihitung dan diteliti dengan
benar berdasarkan dengan penilaian yang objektif atas pelaksanaan tugas
Pemerintah Desa serta telah sesuai atas nama, jabatan dan nomor rekening

masing-masing yang bersangkutan.

. Total permintaan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan

Tumjangan BPD b, .0l eigi: Tahariss ... ...

Dengan rekakapitulasi sebagai berikut :

a. Jumlah SILTAP Kades, Perangkat dan Tunjangan BPD : Rp. ..................
(Terbilang :: . .0 toaviiiio sZeindoades sovasesaghssugs dons blbs )

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/Kelebihan atas pembayaran

Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD, kami

bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Desa dan apabila

terjadi kesalahan transfer akibat kesalahan nomor rekening berdasarkan daftar

pengajuan yang kami buat hal tersebut merupakan tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh

kesadaran untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di X e S S SRR
Pada Tanggal .

KEPALA DESA...........

Materai
Rp. 10.000,-

(Nama)
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